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Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 
nikmat, rahmat dan karunia yang telah diberikan, juga sholawat serta salam, penulis 
tujukan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesakan 
modul yang berjudul : “Asas-asas Hukum Pidana”. 
Modul Asas-asas Hukum Pidana ini menjadi bahan ajar bagi Dosen Pengajar 
mata kuliah Asas-asas Hukum Pidana yang disesuaikan dengan kurikulum yaitu 
kurikulum 2020. Modul ini dibuat agar Mahasiswa/i dapat dengan mudah memahami 
materi perkuliahan mata kuliah Asas-asas Hukum Pidana yang dimana modul ini 
disajikan tulisan dari berbagai sumber. Penulis mencoba menyusun modul ini dengan 
maksud untuk mempermudah Mahasiswa/i dalam memperoleh literatur atau referensi 
bacaan terkait mata kuliah Asas-asas Hukum Pidana. Penulis berusaha semaksimal 
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1. HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA 
 
1.1 PENGERTIAN TINDAK PIDANA 
 
Mengenai pengertian hukum pidana secara umum, terdapat perbedaan 
dari para ahli hukum pidana di Indonesia. Namun sebagaimana ahli hukum 
pidana Roeslan Saleh mengutip pendapat dari Moeljatno, maka penulis juga 
mengambil pendapat dari Moeljatno di samping pendapat beliau tentang 
definisi hukum pidana cukup mewakili dari pendapat-pendapat ahli hukum 
pidana yang lain. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian 
dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan 
dasar-dsar dan aturan untuk: 
1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang 
berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan 
tersebut. 
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 
pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 






2. RUANG LINGKUP PIDANA 
 
Ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP 
sebagaimana ketentuan yang bersifat umum (lex generalis), meliputi tempat 
terjadinya delik (Locus Delicti) dan waktu terjadinya delik (Tempus Delicti). 
Tempat terjadinya perbuatan pidana (Locus Delicti), dalam lingkup untuk: 
1) Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan 
tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP); 
2) Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini 
berhubungan dengan kompetensi relatif. 
Adapun mengenai Locus Delicti, dikenal tiga teori, yaitu: 
 
1) Teori perbuatan materiil (leer van de lichhamelijke daad). Menurut teori 
ini maka yang menjadi locus delicti ialah tempat di mana pembuat 
melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat mengakibatan delik 
yang bersangkutan. 
2) Teori alat yang dipergunakan (leer van het instrument), yang mengatakan 
bahwa delik dilakukan ditempat di mana alat yang dipergunakan itu 
menyelesaikannya, dengan lain perkataan yang menjadi locus delicti ialah 
tempat di mana ada “uitwerking” alat yang dipergunakan. 
3) Teori akibat (leer van het gevolg). Menurut teori ini yang menjadi locus 
delicti ialah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi. 






1) Pasal 1 KUHP: Apakah perbuatan yang bersangkut-paut pada waktu itu 
sudah dilarang dan diancam dengan pidana? 
2) Pasal 44 KUHP: Apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggungjawan 
 
3) Pasal 45 KUHP: Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah 
berumut 16 tahun atau belum. Kalau belum berumur 16 tahun, maka boleh 
memilih antara ketiga kemungkinan: a. Mengembalikan anak tersebut 
kepada orang tuanya tanpa diberi pidana apapun; b. Menyerahkan anak 
tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan rumah pendidikan; c. 
Menjatuhi pidana seperti orang dewasa. Maksimum dari pada pidana- 
pidana pokok dikurangi 1/3 (lihat Pasal 47 KUHP). 
4) Pasal 79 KUHP (verjaring atau daluwarsa). Dihitung mulai hari setelah 
perbuatan pidana terjadi. 
5) Pasal 1 angka 19 KUHAP, ketentuan mengenai “tertangkap tangan” 
(opheterdaad), yaitu: tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan 
tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu 
dilakukam, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai 
orang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan 
benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak 
pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut 





3. TENTANG TINDAK PIDANA 
 
Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi 
tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan 
kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih 
memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Oleh karena 
berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum 
pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata 
“strafbaar feit”. “Strafbaar feit” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa 
Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya. Munculah beberapa 
pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah 
“Strafbaar feit” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak 
pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. 
Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas 
perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan 
sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, 
karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan 
pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si 
pembuat. 
Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan 
definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini 
merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya 





sekalipun juga ada yang memisahkannya. Moeljatno 15 mengatakan: “Bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 
pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada 
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan 
orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan 
kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh 
karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan 
yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak 
dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat 
diancama pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru 
untuk menyatakan hubungan yang erat itum maka dipakailah perkataan perbuatan, 
yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: 
pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat 
yang menimbulkan kejadian itu”. 
1.1 PENGKATAGORIAN TINDAK PIDANA 
 
Dalam Naskah Akademik RKUHP dijelaskan bahwa kategori tindak pidana 





1) Delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu hanya diancam dengan 
pidana denda ringan (kategori 1 atau 2) secara tunggal. Delik-delik 
yang dikelompokkan di sini ialah delik-delik yang dulunya diancam 
dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda 
ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di 
bawah 1 (satu) tahun penjara. 
2) Delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya 
patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun s/d 7 
(tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan di sini akan selalu 
dialtenatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok 
pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok 
ini ada juga yang ancamannya minimal khusus. 
3) Delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang 
diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam 
dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur 
hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik 
dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik- 
delik tertentu dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori 





1.2 JENIS-JENIS TINDAK PIDANA 
 
Jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu 
dibagi dalam beberapa jenis, yaitu: 
1) Delik formal dan delik materiel; 
 
2) Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commissionis per 
omissionem commissa; 
3) Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten); 
 
4) Delik tunggal dan delik berganda (enkelvoudige en samengestelde 
delicten); 
5) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung 
terus (voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten); 
6) Delik aduan dan bukan delik aduan (klachtdelicten en niet 
klachtdelicten); 
7) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (eencoudige en 
gequalificeerde delicten); 
1.3 PENGGOLONGAN TINDAK PIDANA 
 
Jika dilihat dari penggolongannya, maka KUHP menggolongkan 
tindak pidana menjadi dua golongan, yaitu kejahatan (misdrijven) dan 
pelanggaran (overtredingen). Kejahatan (misdrijven) diatur dalam Buku 






1) Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (BAB I, Pasal 104-129 
KUHP) 
2) Kejahatan-kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil 
Presiden (BAB 11, Pasal 130-139 KUHP) 
3) Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap 
Kepala Negara sahabat serta Wakilnya (BAB 111, Pasal 139a-145) 
4) Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak kenegaraan 
(BAB IV, Pasal 146-153 KUHP); 
5) Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (BAB V, Pasal 153bis-181 
KUHP) 
6) Perkelahian Tanding (BAB VI, Pasal 182-186 KUHP); 
 
7) Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau 
Barang (BAB VII, Pasal 187-206 KUHP); 
8) Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (BAB IX, Pasal 242-243 
KUHP); 
9) Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (BAB IX, Pasal 242-243 
KUHP); 
10) Pemalsuan Mata Uang dan, Uang Kertas (BAB X, Pasal 244-252 
KUHP) 
11) Pemalsuan Materai dan Merek (BAB XI, Pasal 253-262 KUHP); 
 





13) Kejahatan Terhadap Asal-usul dan Perkawinan (BAB XIII, Pasal 
277-280 KUHP); 
14) Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Bab XIV, Pasal 281-303 KUHP); 
 
15) Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (BAB W’ Pasal 304-309 
KUHP); 
16) Penghinaan (Bab XVI, Pasal 310-321 KUHP); 
 
17) Membuka Rahasia (BAB XVII, Pasal 322-323 KUHP); 
 
18) Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (BAB XVII, Pasal 324— 
37 KUHP); 
19) Kejahatan Terhadap Nyawa (Bab XIX, [asa; 338-350 KUHP); 
 
20) Penganiayaan (BAB XX, Pasal 351-358 KUHP); 
 
21) Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena kealpaan (Bab XXI, 
Pasal 359-361 KUHP); 
22) Pencurian (BAB XXII, Pasal 362-367 KUHP); 
 
23) Pemerasan dan Pengancaman (BAB XXIII, Pasal 368-371 KUHP); 
 
24) Penggelapan (Bab XXIV, Pasal 372-377 KUHP); 
 
25) Perbuatan Curang (Bedrog = penipuan) (Bab XXV, Pasal 378-395 
KUHP); 
26) Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak 
(BAB XXVI, Pasal 396-405) (Pemiutang = schuld eischer. Orang 





27) Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Bab XXVII, Pasal 406- 
412 KUHP); 
28) Kejahatan Jabatan (BAB XXVIII, Pasal 413-437 KUHP); 
 
29) Kejahatan Pelayaran (Bab XXIX, Pasal 438-479); 
 
30) Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Parasarana 
Penerbangan (BAB XXIX A, Pasal 479a-479r KUHP) 
31) Penadahan, Penerbitan dan Percetakan (Bab XXX, Pasal 480-488 
KUHP); 
32) Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan 
Berbagai-bagai Bab (Bab XXXI, Pasa; 486-488 KUHP). 
1.4 PELANGGARAN 
 
Pelanggaran (overtredingen) diatur dalam Buku III KUHP, dan 
kelompok tindak pidana yang masuk golongan pelanggaran, adalah: 
1) Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan 
Kesehatan (Bab I, Pasal 489-502 KUHP); 
2) Pelanggaran Ketertiban Umum (Bab II, Pasal 503-520 KUHP); 
 
3) Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum (Bab III, Pasal 521-528 
KUHP); 






5) Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Bab 
V, Pasal 531 KUHP); 
6) Pelanggaran Kesusilaan (Bab VI, Pasal 532-547 KUHP); 
 
7) Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan (Bab VII, 
Pasal 548-551 KUHP); 
8) Pelanggaran Jabatan (Bab VIII, Pasal 552-559 KUHP) 
 







1. MENGENAL ASAS-ASAS HUKUM PIDANA 
 
1.1 ASAS LEGALITAS 
 
Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. 
Pertama kali asas ini dituangkan dalam Konstitusi Amerika 1776, dan setelah 
itu dalam Pasal 8 Declaration de droits de I’homme et du citoyen 1789 di 
Perancis. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai 
Negara di dunia. Di Perancis, asas ini pertama kali termuat dalam Pasal 4 code 
Penal yang disusun oleh Napoleon Bonaparte (tidak ada pelanggara, tidak ada 
delik tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang 
ada, sebelum aturan hukum itu dibuat terlebih dahulu). Di Belanda, asas 
legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht yang dengan 
tugas menentukan “Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan 
voorafgegane wettelijke strafbepalingen”. 
Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat: 
pertama, nullum crimen, noela poena sine lege praevia, yang berarti, tidak ada 
perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. 
Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak 
boleh berlaku surut. Kedua, nullum crimen, noela poena sine lege scripta, 
artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang- 





pidana harus tertulis. Ketiga, nullum crimen, noela poena sine lege certa, 
artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang- 
undang. 
1.2 ASAS-ASAS HUKUM PIDANA 
 
Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat 
 
(1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali 
berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Syarat 
pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya 
ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang 
tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Darii ketentuan Pasal 1 
ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa: 
1) Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana 
menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdsarkan 
hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan. 
2) Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; 
dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu pemidanaan berdasarkan 
hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan. 
Rumusan dari Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan 
tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa, artinya bilamana, terjadi 
perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka 





Dalam asas legalitas, tampak jaminan dasar kepastian hukum, merupakan 
tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Di samping Pasal 1 
KUHP, asas legalitas dapat juga dijumpai dalam sumber-sumber hukum 
internasional, seperti; 
1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 11 ayat 2. 
 
2) Perjanjian Eropa untuk Melindungi Hak Asasi Manusia dan 
Kebebasan Asasi 1950 (Perjanjian New York) Pasal 15 ayat (1). 
Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan 
undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan 
asa lex certa (undang-undang yang dapat dipercaya). Pengertian 
dasar Pasa; 1 KUHP, berkaitan erat dengan Pasal KUHAP: hukum 
pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang memadai dan 
dengan jaminan hukum. 
Sebagai perbandingan, ketentuan mengenai asas legalitas di dalam RKUHP 
yang akan datang telah dirumuskan dalam Pasal 1 yang bunyinya sebagai 
berikut: 
 Ayat (1): “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, 
kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana 






 Ayat (2): “Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang 
menggunakan analogy”. 
 Ayat (3): “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang 
menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuata tersebut 
tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”. 
 Ayat (4): “Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 
dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat 
bangsa-bangsa. 
2. MENGENAL ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN 
 
Pembahasan mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang kemudian oleh 
Chairul Huda dikembangkan menjadi asas “tiada pertanggungjawaban pidana 
tanpa kesalahan” 39 akan menjadi semakin penting, bukan hanya karena secara 
keilmuan asas ini mesti dipahami oleh para mahasisea fakultas hukum, namun 
lebih jauh dari itu, asas ini secara exsplisit verbis, akan diterapkan dalam RKUHP 
yang akan dating. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain 
disebut dengan Geen Straf Zinder Schuld, atau No Punishment Without Fault, atau 
Actus non facit reum nisi mens sist rea. Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hooge 
Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini 





dilandaskan pada presumsi bahwa schuld tidak dapat dimengerti tanpa adanya 
melawan hukum (wederrechtelijke), tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin 
tanpa adanya kesalahan. 41 Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah 
melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan 
dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah didapat dipertanggungjawabkan atau 
tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau 
tidak. 
Menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti 
pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan 
seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan 
pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, 
selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat 
dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan “kesalahan”. Dalam memaknai 
“kesalahan”, Roeslan Saleh menyatakam, “kesalahan” adalah dapat dicelanya 
pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat 
berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. 
Menurut Barda Nawai Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan 
secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap 
batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, 
karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan 
pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si 





dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip daad en dader strafrecht yang 
memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan 
masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya 
tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Seseorang dikatakan bersalah apabila ia dapat dicela dipandang dari sudut 
kemasyarakatan, sebab ia dianggap semestinya dapat berbuat lain jika ia memang 
tidak ingin berbuat demikian, sedang yang dimaksud dengan kesalahan ialah 
keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan itu dalam hubungannya dengan 
perbuatannya, dan hubungan itu sedemikian hingga ia dapat dicela atas perbuatan 
tersebut. Apabila ia dapat dicela atas perbuatan tersebut. Apabila ia dapat dicela 
atas perbuatannya, maka ia dapat dipidana. Dengan demikian terlihat bahwa asas 
kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Selain bahwa 
tidak dipidananya pelaku tindak pidana karena tidak adanya kessalahan padanya, 
maka juga terdapat alasan-alasan lain sebagai alasan untuk tidak dipidananya 
seseorang meskipun ia melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut berupa 
alasan pemaaf (schuld uitsluitingsgrond), ialah alasan yang dihubungkan dengan 
kesalahan seseorang, sedang perbuatannya tetap merupakan tindak pidana. 
Adapun alasan-alasan pemaaf ialah: 
 
1) Tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena penyakit/gangguan jiwa; 
 
2) Tidak mengetahui adanya keadaan yang merupakan unsur tindak pidana 
 
3) Daya paksa 
 





5) Perintah jabatan yang tidak sah, yang dikira sah oleh pelaku berdsarkan 
itikad baik 
Selain adanya alasan pemaaf sebagai dasar hukum ditiadakannya pidana, adalah 
adanya alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond), yaitu alasan yang 
menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang merupakan tindak 
pidana. Dengan adanya alasan pembenar maka perbuatan tersebut pada 
kenyataannya merupakan tindak pidana, dan alasan-alasan tersebut adalah: 
1) Adanya peraturan perundang-undangan; 
 
2) Pelaksanaan perintah jabatan yang sah; 
 
3) Keadaan darurat; 
 
4) Pembelaan terpaksa; 
 
3. MENGENAL ASAS TIDAK BERLAKU SURUT 
 
Mengenai asas “Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku 
surut.” Berlaku surut dikenal juga dengan istilah “retroaktif”. Asas ini merupakan 
asas undang-undang hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum 
pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Larangan 
keberlakukan surat ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang 
selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak. 
Selain itu, asas nonretroaktif ini juga disebutkan dalam Pasal 28I Undang-undang 
Dasar RI Tahun 1945, yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 





diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun. 
Semula dianut bahwa setiap orang dianggap (suatu fiksi) mengetahui isi 
undang-undang. Tetapi kemudian anggapan ini ditinggalkan dan diganti dengan 
suatu pendapat bahwa: “Setiap orang terikat pada suatu Undang-undang sejak ia 
dinyatakan berlaku”. Pendapat ini telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah 
Agung pada tahun 195589. Berarti bahwa setiap orang “tidak perlu merasa terikat” 
kepada Undang-undang (dalam hal ini hukum pidana) untuk melalukan suatu 
tindakan tertentu belum/tidak diancam dengan pidana, walaupun kelak ditentukan 
sebagai tindak pidana. Dengan perkataan seandainya ia melakukan suatu tindakan 
tertentu yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan 
pidana, penindak tidak dapat dipidana atas dasar ketentuan yang baru itu. Jika 
konsekuen asas “tidak berlaku surut” dianut, dalam hal sebaliknya pun seharusnya 
berlaku hal yang sama. Misalnya dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan 
yang diancam dengan pidana menurut undang-undang, kemudian ketentuan pidana 
itu dihapuskan, sebelum penindak diadili, seharusnya penindak tetap dipidana 
berdasarkan ketentuan pidana (yang lama) yang herlaku pada saat tindakan 
dilakukan. Bukankah “ketentuan penghapusan pidana yang baru” itu, juga tidak 
boleh berlaku surut? Penyimpangan dari asas nonretriaktif ini dalam KUHP sendiri 





lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih 
menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama”. Pasal ini berlaku 
apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim 
dalam putusan terakhir. Ternyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) 
KUHP, asas “tidak berlaku surut” tersebut, tidak secara mutlak dianut. 
3.1 MENGENAL ASAS LARANGAN PENGGUNAAN ANALOGI 
 
Mengenai asa “Dilarang menggunakan analogi” dalam penerapan hukum 
pidana. Menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti: menganggap “sesuatu” 
sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu istilah/ketentuan Undang-undang hukum 
pidana, karena “sesuatu” itu banyak sekali kemiripannya atau kesamaannya dengan 
istilah/ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain analogi terjadi, bilamana 
menganggap bahwa sesuatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang 
banyak kemiripannya/kesamaannya dengan yang telah diatur, padahal semulanya tidak 
demikian. Analogi biasanya terjadi dalam hal-hal ada “sesuatu” yang pada saat 
pembuatan sesuatu peraturan hukum, “sesuatu yang baru” itu tidak terpikirkan atau 
tidak mungkin dikenal oleh pembuat Undang-undang pada zaman itu. 
Contoh terkenal mengenai penerapan analogi adalah tentang pencurian aliran 
listrik. Dipersoalkan apakah aliran listrik dianggap sebagai barang, dan apakah telah 
terjadi tindakan “mengambil”? HR (Hoge Raad) telah memutuskan bahwa aliran listrik 
termasuk dalam pengertian barang dan degan demikian telah terjadi “pengambilan” 





terjadi adalah penyalurannya. Pertimbangan HR adalah, bahwa maksud Pasal 362 
KUHP adalah untuk melindungi harta orang lain, tanpa merumuskan apa yang 
dimaksud dengan barang. 
Jika diperhatikan henar-benar, analogi adalah merupakan penyelundupan 
terhadap asas kedua melalui aas pertama Pasal 1 ayat (1) KUHP. Artinya “sesuatu hal” 
dianggap termasuk dalam pengertian peraturan hukum (Undang-undang) yang sudah 
ada. Dengan demikian sesuatu hal itu dianggap sebagaim merupakan peraturan hukum, 
yang mulai berlaku sejak berlakunya peraturan hukum, yang diboncenginya. Anggapan 
ini adalah suatu konstruksi hukum, yang dikehendaki oleh mereka yang memegang 







1. KESALAHAN, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SIFAT 
MELAWAN HUKUM 
Dalam bahasa asing, pertamggungjawaban pidana disebut juga sebagai 
“teorekenbaarheid” criminal responsibility”, “criminal liability”. Mengenai apa 
yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawan (toerekeningsvatbaarheid) 
ini, KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin 
yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu 
syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, 
dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Secara 
sederhana didasarkan pada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan 
bertanggungjawab pada si pembuat, apabila: 1. Si pembuat tidak ada kebebasan 
untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau 
diperintahkan oleh undang-undang; 2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang 
sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. 
Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah 
apakah seseorang itu merupakan “norm addressat” (sasaran norma) yang mampu. 
Seseorang dianggap (supposed) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, 
kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan 





menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasa; 44 KUHP, 
yang berbunyi: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau 
terganggu jiwanya karena penyakit, tidak pidana”. 
Jika dilakukan elaborasi lebih lanjut terhadap Pasal 44 KUHP itu, maka akan 
terlihat dua hal, yaitu: a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang 
bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan 
perbuatan adalah dokter penyakit jiwa (psikiater); b. Menentukan hubungan kausal 
antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. Hal mana pada 
akhirnya yang berwenang untuk menentukan hal ini adalah Hakim yang 
memeriksa perkara tersebut. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut 
dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak 
dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif-normatif. 
"Deskriptif", karena keadaan jiwa itu digambarkan "menurut apa adanya" oleh 
Psikiater, dan "normatif”, karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil 
pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya 
tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, 
"Mempertanggungjawabkan" adalah suatu pengertian yang normatif. Keadaan 
jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut "psychose". 
Tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut adalah "cacat 





atau telantar menjadi liar dan kejam. Demikian juga keadaan seseorang yang 
mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung. 
A. Z. Abidin mengatakan, bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan 
syarat kesalahan secara negatif. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak 
mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah 
kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab.102 Demikian halnya 
dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi: 1. Barang siapa melakukan 
perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena 
jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena 
penyakit, tidak dipidana. 2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam 
tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan 
supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun 
sebagai waktu percobaan. 
2. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA 
 
Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan 
dari adanya unsur “kesalahan”, hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental 
dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana, yaitu 
dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Menurut Simons yang dikutip oleh 
Roeslan Saleh:108“Bahwa “kesalahan” adalah keadaan psychis orang yang 





sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam 
hal ini yang harus diperhatikan adalah: (1) keadaan batin dari orang yang 
melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan 
yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan 
tadi. Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang 
dinamakan kesalahan. 
Pendapat Simons, menurut Sutorius dalam tulisannya yang berjudul Het 
Schuldbeginsel/Opzet en de Varianten Daarvan, mengatakan: “Bahwa orang tidak 
dapat bicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tercela atau yang tidak 
patut. Karena itu di dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan itu diartikan sebagai 
tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif yang dapat dicelakan kepada 
pelakunya. Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan 
pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti yang sesungguhnya 
merupakan perbuatannya. 
Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi: kesengajaan (diketahui 
dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati). Dengan demikian dapat 
dikatakan, kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk lain 
dari kesalahan (schuldvormen). Kesengajaan (dolus), dibedakan lagi menjadi: 1. 
Kesengajaan sebagai maksud = maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. 2. 
Kesengajaan sebagai kepastian (sadar keharusan) = akibat yang (secara primer) 
tidak dikehendaki pasti terjadi. 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (kesengajaan 





hampir pasti terjadi, atau - Dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat 
diabaikan (sadar kemungkinan) tetapi diterima. 
Sudarto mengatakan, bahwa dalam ilmu pengetahuan, dikenal beberapa 
macam kesengajaan, yaitu: 
1) Dolus premeditatus Terdapat dalam delik-delik yang dirumuskan dalam Pasal 
353, 340, 342 KUHP. Dalam delik-delik ini terdapat unsur "dengan rencana lebih 
dahulu" (met voorbedachte rade). Istilah tersebut meliputi bagaimana 
terbentuknya kesengajaan dan bukan merupakan corak atau tingkat kesengajaan. 
2) Dolus determinatus dan indeterminatus. Unsurnya ialah pendirian bahwa 
kesengajaan dapat lebih pasti atau pada dolus determinatus, pembuat misalnya 
menghendaki matinya orang tertentu, sedang pada dolus indeterminatus pembuat 
misalnya menembak ke arah gerombolan orang, atau menembak penumpang- 
penumpang dalam mobil yang tidak mau disuruh berhenti, atau meracun reservoir 
air minum, dan sebagainya. 
3) Dolus alternativus Dalam hal ini, si pembuat menghendaki atau A atau B, akibat 
yang satu atau yang lain. 
4) Dolus indirectus, Versari in re illicita Ajaran tentang "dolus indirectus" 
mengatakan, bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak 
dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan 
sengaja. Ajaran ini dengan tegas ditolak oleh pembentuk undang-undang. Code 
Penal Perancis masih mengenal macam dolus ini. Dolus ini ada, apabila dari suatu 





diinginkan. Misalnya A dan B berkelahi, A memukul B, B jatuh dan dilindas 
mobil. Ini oleh Code Penal dipandang sebagai “meutre". 
5) Dolus directus Dolus directus berarti bahwa kesengajaan si pembuat tidak 
hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat 
perbuatannya. 
6) Dolus generalis Pada delik materiel harus ada hubungan kausal antara perbuatan 
terdakwa dan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang 
Menurut MvT, kealpaan adalah ada keadaan yang sedemikian 
membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian 
terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, 
sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan kehati-hatian, sikap 
sembrono (teledor), pendek kata "schuld" (kealpaan yang menyebabkan keadaan 
tadi). Ada 3 macam unsur yang masuk dalam kealpaan (onachtzaamheid): 
1. Dapat mengirakan (kunnen verwachten) timbulnya akibat; 
 
2. Mengetahui adanya kemungkinan (kennen der mogelijkheid); 
 
3. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (kunnen kennen van de mogelijkheid). 
 
2.1 SIFAT MELAWAN HUKUM 
 
Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang hanya memidana seseorang 
yang melakukan perbuatan, apabila perbuatan itu telah dicantumkan dalam peraturan 
perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang. Hal ini telah ditentukan secara 





Konsekuensi logis dari hal ini, maka hanya perbuatan yang diberi label tercela atau 
terlarang demikian saja yang pelakunya dapat dipidana. Pengertian sifat melawan 
hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formal, karena semata-mata 
sifat terlarangnya perbuatan didasarkan pada pemuatannya dalam undang-undang. 
Perbuatan lain yang diluar apa yang ditentukan sebagai dilarang oleh undang-undang, 
walaupun tercela menurut masyarakat atau menurut asas-asas umum masyarakat atau 
melawan hukum materiel, sepanjang tidak dilarang menurut peraturan perundang- 
undangan, tidaklah dapat dipidana. 
Dalam literatur ilmu hukum pidana, ajaran sifat melawan hukum dikenal 2 
(dua) paham yang mendasarinya, yaitu paham ajaran sifat melawan hukum formal 
(formele wederrechtelijkheid) dan paham ajaran sifat melawan hukum materiel 
(materiele wederrechtelijkheid). Lahirnya kedua paham ajaran sifat melawan hukum 
ini sebagai bentuk perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum pidana, dan sampai 
saat ini masih menjadi perdebatan dan selalu menjadi bahan diskusi yang belum selesai. 
Dari beberapa literatur hukum pidana, sepertinya para ahli hukum pidana telah 
bersepakat dalam memberikan arti dan makna terhadap kedua ajaran sifat melawan 
hukum ini. Perbedaan di antara keduanya terletak pada parameter yang digunakan. 
Dalam ajaran sifat melawan hukum formal menggunakan parameter bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan ajaran sifat melawan hukum 






Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, apabila suatu perbuatan telah 
mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana maka perbuatan 
tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan 
tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.. Artinya suatu 
perbuatan tidak bisa dianggap bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut 
tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, 
sekalipun perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, dan ukuran untuk 
menentukan suatu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak hanyalah 
undang-undang sebagai ketentuan tertulis. Menurut ajaran sifat melawan hukum 
materiel, bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua 
unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu benar-benar harus dirasakan 
oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula alasan 
ini mengakui alasan alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, 
alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis. 
Berkaitan dengan sifat melawan hukum materiel ini, Sudarto berpendapat bahwa 
suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam 
undang-undang (yang tertulis saja), akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas 
hukum yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama bertentangan 
dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang 
tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.Apabila diperhatikan, sifat melawan 
hukum materiel pada suatu perbuatan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut 





undang-undang atau tidak, jadi yang benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
bertentangan dengan rasa keadilan. Ukuran untuk mengatakan suatu perbuatan 
melawan hukum secara materiel bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan 
dalam suatu undangundang, akan tetapi ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat 
apakah mencerminkan nilai keadilan atau tidak. 
Keberadaan ajaran sifat melawan hukum secara formal tidak menjadi persoalan 
karena ini secara eksplisit menjadi unsur dari suatu pasal, sehingga untuk menentukan 
apakah seseorang itu melakukan sesuatu yang melawan hukum atau tidak, cukup 
apabila orang itu melihat apakah perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang 
terdapat dalam rumusan delik atau tidak. Persoalan dan perdebatan muncul dengan 
keberadaan ajaran sifat melawan hukum materiel. Hal ini dikarenakan di Indonesia 
berkembang pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat yang memungkinkan 







1. BATASAN HUKUMAN DAN JENIS PEMIDANAAN 
PIDANA DAN PEMIDANAAN 
 
1.1 JENIS-JENIS PEMIDANAAN 
 
Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hukuman pidana 
di bedakan menjadi dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan . 
Berdasarkan Pengaturan dalam pasal 10 KUHP. 
a. Pidana Pokok 
 
1. Pidana mati 
 
2. Pidana penjara 
 
3. Pidana kurungan 
 
4. Pidana denda 
 
b. Pidana tambahan; 
 
1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu 
 
2. Perampasan barang tertentu 
 
3. Pengumuman keputusan hakim 
 
1.2 ALASAN-ALASAN YANG MENYETUJUI PIDANA MATI 
 
 Pidana mati masih dibutuhkan, terutama bagi mereka yang 
tergolong sebagai residivis dan bagi mereka yang melakukan tindak 





 Pidana mati dianggap sebagai sarana yang dapat mencegah 
seseorang untuk melakukan kejahatan karena pidana mati dianggap 
sebagai hal yang menakutkan atau menjerakan, sehingga dengan 
demikian ada rasa takut bagi orang lain untuk melakukan sesuatu 
perbuatan yang diancam dengan pidana mati. 
 Pidana mati bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat 
indonesia, sebab pada pemerintahan majapahit, bahkan sebelunya 
pidana mati sudah ada diiindonesia. 
 Secara yuridis, pidana mati masih dicantumkan di dalam pasal- 




Dijalankan oleh algojo dengan cara digantung (Pasal 11) 
 
Diubah dengan “tembak mati” (UU No. 2/PNPS/1964 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh 
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer) 
1) Pidana Penjara 
 
 Seumur hidup 
 
 Sementara/waktu tertentu 
 





 20 tahun jika ada alternatif mati/seumur hidup/waktu 
tertentu ada pembarengan/pengulangan 
2) Pidana Percobaan 
 
 Dipidana penjara/kurungan maksimal 1 tahun, bukan 
kurungan pengganti 
 Tidak melakukan tindak pidana lagi sebelum masa 
percobaan habis 
 Mengganti segala kerugian 
 
3) Pelepasan Bersyarat 
 
 Telah menjalani 2/3 lama pidana, minimal 9 bulan 
 
 Syarat umum: tidak mengulangi tindak pidana dan 
perbuatan lain yang tidak baik 
 Jika terpidana melanggar syarat, pelepasan bersyarat 
dapat dicabut 
1.3 ALASAN-ALASAN YANG MENYETUJUI PIDANA MATI 
 
1) Dihubungkan dengan sila ke 2 pancasila yang menempatkan 
manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk 
tuhan yang maha esa, maka manusia sebagai pelaku tindak pidana 





2) Dikaitkan dengan manusia sebagai ciptaan tuhan, dimana tuhan 
sebagai causa prima dan causa finalis , artinya jika pidana mati 
dijatuhkan berarti kita mengingkari kekuasaan tuhan 
3) Didalam UUD 45, yang sudah diamandemen di dalam Pasal 28 A 
disebutkan : setiap orang berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupan. Dengan demikian seseorang tidak boleh dijatuhi pidana 
mati 
 Pidana Penjara dan Pidana Kurungan 
 
Pidana kurungan maupun pidana penjara adalah merupakan pidana 
pokok, perbedaannya pidana penjara dan pidana kurungan pada 
dasarnya merupakan sama-sama bentuk pidana perampasan 
kemerdekaan. 
JAN REMMELINK dalam bukunya yang berjudul ‘’Hukum 
Pidana” menyebutkan bahwa : Terhadap tidak pidana pelnggaran, maka 
kurungan merupakan satu-satunya bentuk pidana badan yang 
dimungkinkan. Namun demikian pidana kurungan tidak terbatas pada 
pelanggaran saja, tetapi juga terhadap beberapa bentuk kejahatan, yaitu 
yang dilakukan tanpa kesengajaan (pasal 114, 188, 191, 193, 195,197, 






2. MENGENAL PERBEDAAN PIDANA KURUNGAN DAN PIDANA 
PENJARA 
Mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan yang Anda contohkan 
yakni 10 tahun pidana penjara dan 10 tahun pidana kurungan, maka dapat kami 
sampaikan bahwa perbandingan yang Anda sampaikan kurang tepat. Karena 
merujuk pada uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk pidana kurungan hanya 
dapat dijatuhkan paling lama 1 tahun dan dengan pemberatan menjadi 1 tahun 4 
bulan. Jadi, tidak mungkin pidana kurungan diberikan sampai 10 tahun lamanya. 
1) Pidana Kurungan 
 
 Minimal 1 hari, maksimal 1 tahun 
 
 Jika ada pembarengan, pengulangan, atau dilakukan oleh pejabat maka 
maksimal 1 tahun 4 bulan 
Pidana Penjara Pidana Kurungan 
 Maksimal 15/20 tahun  Maksimal 1 tahun 
 Diberlakukan bagi pelaku 
tindak pidana 
berat/kejahatan 
 Diberlakukan bagi pelaku 
tindak pidana 
ringan/pelanggaran 
 Tidak dapat diberlakukan 
sebagai pengganti pidana 
denda 
 Dapat diberlakukan sebagai 





 Tidak memiliki hak pistole  Memiliki hak pistole 




Mengenai penafsiran pidana seumur hidup, seperti telah kami sampaikan 
sebelumnya dalam jawaban klinik Pidana Seumur Hidup bahwa yang dimaksud 
dengan pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara 
yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya, pasal 12 ayat (1) KUHP 
berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam 
pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali- 
kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Dari bunyi pasal 12 ayat (1) KUHP 
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara 
seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. 
Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur 
hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada 
saat vonis dijatuhkan. 
Apabila pidana penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani 
adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan, maka yang demikian 
menjadi pidana penjara selama waktu tertentu. Contohnya, jika seseorang dipidana 
penjara seumur hidup ketika dia berusia 21 tahun, maka yang bersangkutan hanya 





ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, di mana lamanya hukuman yang dijalani oleh 
terpidana - yaitu 21 tahun - melebihi batasan maksimal 20 tahun. 
Jadi, yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana 
penjara yang dijalankan sampai berakhirnya usia/meninggalnya terpidana yang 
bersangkutan 
2) Pidana Denda 
 
 Berdasarkan peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 
Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana Ringan dan 
Jumlah Denda dalam KUHP : 
‘’ Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam 
KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, 
dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu)kali lipat 
Kemudian, jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar oleh 
terpidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP diganti 
dengan hukuman kurungan. Selanjutnya, di dalam Pasal 30 ayat (6) 
KUHP disebutkan bahwa pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak 
boleh lebih dari delapan bulan 
1.2 MENGENAL PIDANA TAMBAHAN 
 
Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan lainnya. KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa pidana 





31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) 
sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga mengenai pidana tambahan lainnya 
selain dari 3 bentuk tersebut, seperti berikut : 
1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau 
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 
pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana 
korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang 
tersebut 
2) Pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang 
dikorupsi 
3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 
tahun; 
4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh 
atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh 
Pemerintah kepada terpidana. 
R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta 
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 36) menjelaskan bahwa 
selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang- 





Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin 
dijatuhkan sendirian. 
R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya mengatakan dalam sistem KUHP ini pada dasarnya tidak dikenal 
kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok (hal 
455), akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktik 
sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat 
dipidananya suatu tindakan, akan tetapi sudah bergeser kepada meletakkan titik berat 








1. ARTI PENYERTAAN 
 
 Pelajaran umum yang dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka 
yang memungkinkan pembuat melakukan tindak pidana. 
 Biarpun perbuatan mereka sendiri tidak memuat seluruh unsur tindak 
pidana tetapi mereka tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena 
tanpa turut sertanya mereka suatu tindak pidana tidak akan terjadi 
(Utrechtm 1965 :9). 
Beberapa Istilah: 
 
1) Turut campur (Tresna) 
 
2) Turut berbuat delik (Karni) 
 
3) Turut serta (Utrecht) 
 
4) Deelneming (Bld), Complicity (Inggris), Participation (Perancis) 
 
5) Penanggungjawab Pidana 
 
1.1 AJARAN PENYERTAAN DIPERLUKAN 
 
 Pelaku TP: mereka yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana 
 
 Bagaimana jika dalam suatu TP terlibat lebih dari 1 orang, dan mereka 
tidak memenuhi seluruh unsur  tindak pidana? 
 Sehingga harus dicari bentuk pertanggung jawaban masing-masing 








2. SIFAT PENYERTAAN 
 
 Ajaran pernyertaan justru dibuat agar dapat menghukum mereka yang tidak 
memenuhi seluruh unsur tindak pidana. 
 Sebagai dasar perluasan dapat dipidananya seseorang. Meskipun orang 
tersebut tidak memenuhi seluruh unsur dalam suatu tindak pidana. 
(Simons, Van Hattum, Hazewinkel Suringa) 
 Karena tanpa adanya kontribusi d)ari mereka sudah tertentu peristiwa 
pidana itu tidak akan terjadi. 
3. MACAM / BENTUK PENYERTAAN 
 
 Pembuat (Pasal 55 ayat (1) ke 1) : 
 
1) Melakukan (pleger) 
 
2) Menyuruh melakukan (Doen Pleger) 
 
3) Turut serta melakukan (Medepleger) 
 
4) Membujuk untuk melakukan (Uitlokker) 
 
 Pembantu / Medeplichtige (Pasal 56) 
 
1) Melakukan (Pleger) 
 
Adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi 
semua unsur tindak pidana. 
Dalam arti sempit: 
 





Dalam arti luas, mencakup: 
 
a. Mereka yang melakukan TP (Pleger) 
 
b. Mereka yang menyuruh melakukan TP (doen Pleger) 
 
c. Mereka yang ikut serta dalam TP (medepleger) 
 
d. Mereka yang menggereakkan orang lain untuk melakukan 
tindak pidana (uitlokker) 
2) Menyuruh melakukan (Doen Pleger) 
 
Orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, 
orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai “alat”. 
Dalam doenpleger terdapat 2 pihak, yaitu: 
 
 Pelaku langsung/ yang disuruh (onmiddelijke dader; auctor 
physicus; manus ministra) 
 Pelaku tidak langsung/ yang menyuruh (middelijle dader; 
doenpleger, auctor intelectualis/miralis; manus domina) 
 Syarat: 
 
a. Alat yang dipakai adalah manusia 
 
b. Alat tersebut berbuat 
 
c. Alat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan 
 
d. Kehendak ada pada orang yang menyuruh 
 
e. Alat melakukan apa yang dikehendaki oleh menyuruh 
 





 Menyuruh Melakukan / Doen Plegen 
 
 Orang yg menyuruh sama sekali tidak melakukan secara fisik TP 
yg dikehendaki 
 Yg memenuhi semua unsur TP adlh org yang disuruh, sdgkan org 
yg disuruh haruslah org yg tidak dapat dimintakan pertanggung 
jawaban/tidak mampu bertanggungjawab. 
 Sehingga org yg disuruh tidak dipidana dan org yg menyuruh 
dianggap sebagai pelaku (seolah-olah dia melakukan sendiri suatu 
tindak pidana). 
 Tidak dapat dipertanggungjawabkan 
 
a. Pasal. 44 
 
b. Pasal. 45 
 
c. Pasal. 48 
 




f. Putatif delict 
 
 Medepleger (Turut Serta) 
 
Orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan 
sesuatu yang dilarang menurut undang-undang 
Turut melakukan suatu TP: 
 





 Salah satu memenuhi semua rumusan delik 
 




a. Kerjasama secara sadar : 
 
b. Kerjasama / pelaksanaan bersama secara fisik : 
 
c. Adanya tujuan bersama 
 
3) Turut Melakukan / Medeplegen 
 
Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking) : 
 
 Para peserta menyadari (niat) akan dilakukannya TP 
 
 Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan TP 
 
 Kesadaran ini tidak perlu timbul jauh sebelum dilakukan TP, tetap 
dapat timbul pada saat terjadinya peristiwa. 
Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke 
samenwerking) : 
 Semua peserta harus bersama-sama secara fisik melaksanakan 
TP/memiliki andil, meskipun tidak perlu semua peserta memenuhi 
unsur tindak pidana. 
4) Membujuk untuk Melakukan (Uitlokker) 
 
Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak 










1) Kesengajaan untuk membujuk orang lain melakukan tindak pidana 
 
2) Upaya pembujukan liminatif di tentukan dalam Pasal 55 (2) 
 
3) Kehendak pelaku timbul akibat bujukan 
 
4) Pelaku melakukan perbuatan mana yang di kehendaki oleh 
penggerak 
5) Pelaku harus dapat di pertanggungjawabkan 
 
 Menggerakkan / Uitlokken 
 
Dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 
55 ke 2 : 
 Memberikan sesuatu 
 
 Memberikan janji 
 
 Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat 
 








 Pembujukan menurut doktrin 
 





Pembujukan dimana perbuatan pelaku hanya sampai pada taraf 
percobaan saja 
 Pembujukan yang gagal (mislucke uitlokking) 
 
Pelaku tadinya terbujuk untuk melakukan delik namun 
kemudian mengurungkan niat tersebut. 
 Pembujukan tanpa akibat (zonder gevold gebleiben uitlokking) 
Pelaku sama sekali tidak terbujuk untuk melakukan delik. 
 Pertanggungjawaban Pembujuk 
Pasal 55 ayat (2) 
 Pembujuk hanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan, 
yang telah dilakukan oleh dibujuk, dan akibat-akibat dari 
perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh pembujuk. 
Pasal 163 bis 
 
 Jika kejahatan atau percobaannya yg dpt dihukum tidak terjadi, 
dihukum penjara max. 6 tahun tp tdk boleh lebih berat dr yg 
dijatuhkan berdasarkan percobaan melakukan kejahatan tsb. 
 Pembantuan (Medeplichtige) 
Sifat: 






 Pertanggungjawabannya mandiri yaitu antara pembantu dan 





 Pada saat kejahatan dilakukan sarana tidak ditentukan secara 
limitatif oleh undang-undang. 
 Sebelum kejahatan dilakukan sarana ditentukan secara limitatif 
oleh undang-undang. 
Pembantuan setelah tindak pidana dilakukan: 
 
Pasal 221, 223, 480, 481, 482, 483 
 
Persamaan menyuruh melakukan dan membujuk: 
 
 Penyuruh dan penganjur tidak melakukan sendiri tindak pidana 
melainkan menggunakan orang lain. 
 Kesengajaan ditujukan pada penyelesaian tindak pidana oleh 
orang lain. 
Perbedaan menyuruh melakukan dan membujuk: 
 
Membujuk Menyuruh Melakukan 
 Membujuk dengan sarana 
yang ditentukan (liminatif) 





 Pelaku harus dapat 
dipertanggungjawabkan 




Penyertaan mutlak perlu: 
 
 Pasal. 110 : Permufakatan jahat 
 
 Pasal. 149 : Menyuap (membujuk) seseorang untuk tidak 
menjalankan hak untuk memilih 
 Pasal. 182 : Perkelahian tanding 
 
 Pasal. 284 : Perzinahan 
 










Pembantuan (medeplightigheid) merupakan bentuk keempat dari penyertaan 
(deelneming). Ketentuan pembantuan ini diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. 
Pembantuan (medeplightigheid) terjadi ketika dalam suatu tindak pidana terlibat 2 
orang atau lebih yang masing-masing sebagai pembuat (de hoof dader) dan 
pembantu (de medaeplichtige). 
Lamintang mengatakan bahwa, arti harfiah dari membantu (medeplichtige) 
adalah medeschuldig atau turut bersalah. Dalam rumusan Pasal 56 KUHP, 
membantu/medeplichtige ini disebut “pembantu”. Dalam pembantuan ini terdapat 
: pelaku/pembuat ( hoofd dader ) dan pembantu / medeplichtige. Menurut Simons 
medeplightigheid merupakan suatu onzelfstandige deelneming atau suatu 
keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Ini berarti bahwa apakah seorang 
medeplightige itu dapat dihukum atau tidak hal ini hal mana bergantung pada 
kenyataan, yakni apakah pelakunya telah melakukan tindak pidana atau tidak 
Pembantuan (medeplightigheid) diatur di dalam 3 (tiga) pasal yakni Tidak 
Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Pasal 56 KUHP merumuskan mengenai unsur objektif 
dan subjektif pembantuan serta bentuk/macam/jenis pembantuan. Pasal 57 KUHP 
merumuskan mengenai batas luasnya pertanggungjawaban Bagi pembuat 





pertanggungjawaban pembantuan, yaitu hanyalah pada pembantuan dalam hal 
kejahatan saja tidak termasuk pelanggaran. 
1.1 BENTUK/JENIS PEMBANTUAN 
 
Pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu suatu 
kejahatan : 
Ke-1 : mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 
Ke-2 : mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan. 
Pasal 56 KUHP ini membedakan 2 (dua) macam pembantuan, yaitu : 
1). Membantu “ melakukan kejahatan “ dan 
2). Membantu “ untuk melakukan kejahatan “ 
 
Yang pertama adalah membantu pada waktu kejahatan dilakukan, tanpa 
disebutkan sarana atau daya upaya tertentu, sedangkan yang kedua adalah 
pembantuan yang diberikan mendahului kejahatan dilakukan, yaitu dengan 
upaya yang berwujud kesempatan, sarana, dan atau keterangan. Dengan kata 
lain, bentuk yang kedua ini merupakan pembantuan kejahatan 
yang dilakukan pada saat sebelum dilakukannya kejahatan dan telah diatur 
secara limitatif di dalam Pasal 56 KUHP yakni, dengan cara : 
- Memberi kesempatan 
 
- Memberi sarana 
 





Simons menyatakan bahwa pembantuan ini merupakan penyertaan yang tidak 
berdiri sendiri, artinya seorang yang membantu ini dapat dipidana atau tidak 
tergantung kepada kenyataan, apakah pelakunya sendiri telah melakukan tindak 
pidana atau tidak. Bentuk pembantuan yang pertama, yaitu sengaja memberi 
bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dapat berwujud bantuan material, 
moral ataupun intelektual. Bentuk pembantuan yang kedua, adalah kesengajaan 
memberikan bantuan untuk mempermudah orang lain melakukan kejahatan 
(Lamintang, 2013 : 646-647). Hal ini juga berbentuk material, seperti 
memberikan alat kepada pelaku, ataupun dalam bentuk intelektual, seperti 
memberikan kesempatan orang lain utnuk melakukan pencurian terhadap 
barang-barang yang berada dalam 
pengawasannya, lebih lanjut dapat dipahami dari penjelasan berikut : 
 
- Memberi kesempatan : memberikan peluang yang sebaik-baiknya dalam hal 
orang lain untuk melakukan kejahatan. 
- Memberi sarana : memberikan alat atau benda yang dapat digunakan untuk 
mempermudah melakukan kejahatan. 
- Memberi keterangan untuk melakukan kejahatan : menyampaikan ucapan- 
ucapan dalam susunan kalimat yang dimengerti orang lain, berupa nasihat atau 
petunjuk dalam hal orang lain melaksanakan kejahatan. 
Ketiga cara ini (memberi kesempatan, sarana, dan keterangan) ini tidak 
berfungsi membentuk kehendak orang yang dibantu untuk melakukan 





pelaksanaannya telah lebih dahulu terbentuk sebelum pembuat pembantu 
menggunakan atau menyampaikan 3 (tiga) upaya tersebut. 
Bagaimana membedakan antara “membantu” atau “turut serta” ? 
 
Hal ini tentu penting untuk diketahui. Cara untuk mengetahui perbedaan antara 
seseorang itu “ membantu “ atau “ turut serta “ dalam kejahatan bukanlah soal 
mudah. Yang perlu dipegang / diperhatikan sebagai pedoman untuk diketahui 
adalah seseorang yang bekerja sama dengan pelaku itu adalah “ pembantu “ 
atau “ peserta “ yang diperlukan, karena pidananya berbeda, yaitu :“ pembantu 
dipidana berbeda dengan pelaku “ ( Pasal 57 KUHP ) dan “peserta“ dipidana 
sama dengan pelaku “ ( Pasal 55 KUHP) 
1.2 SYARAT PEMBANTUAN 
 
Syarat-syarat Pembantuan (medeplightigheid) 
 
Pasal 56 KUHP merumuskan unsur subyektif yaitu “sengaja” atau 
“kesengajaan” (opzettelijk), sedangkan unsur objektif adalah 
“memberikan bantuan”. Kedua unsur ini terkandung 2 (dua) syarat, yakni: 
Syarat subyektif yang terkandung dalam unsur “sengaja” atau “kesengajaan” 
(opzettelijk) dan syarat objektif yang terkandung dalam unsur memberi 
bantuan. 
1.3 SYARAT OBYEKTIF 
 
Kesengajaan pembuat pembantu dalam mewujudkan perbuatan bantuannya 





kejahatan bagi orang lain (pembuat pelaksana). Kesengajaan pembuat 
pembantu tidak ditujukan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, 
namun ditujukan hanya untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan. Berbeda 
dengan pembuat penganjur yang kesengajaannya (sikap batinnya) sama dengan 
pembuat pelaksana. Timbulnya kehendak pembuat pelaksana untuk 
melaksanakan kejahatan selalu lebih dahulu dibandingkan dengan pembuat 
pembantu untuk melakukan perbuatan. Inisiatif mewujudkan kejahatan juga 
berasal dari pembuat pelaksana, bukan pada pembuat pembantu. Kesengajaan 
dalam hal ini berarti, ketika terbentuknya kehendak pembuat pembantu untuk 
melakukan perbuatan bantuannya, maka pada saat itu terbentuk keinsyafan atau 
kesadaran bahwa apa yang hendak ia lakukan atau apa yang hendak 
diperbuatnya itu adalah untuk kepentingan orang yang dibantunya (pembuat 
pelaksana) (Masruchin Ruba’i : 2014, 200-201). Sikap batin pembuat pembantu 
tidak sama dengan sikap batin dari pembuat pelaksanaannya. 
Syarat Objektif 
 
Wujud perbuatan yang dilakukan pembuat pembantu hanya mempermudah 
atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Wujud perbuatan apa yang 
dilakukan oleh pembuat pembantu dari sudut objektif berperan mempermudah 
atau memperlancar penyelesaian kejahatan dan tidak menyelesaikan kejahatan. 





2. KESENGAJAAN DALAM PEMBANTUAN 
 
Kesengajaan Dalam Pembantuan Pada Pasal 56 KUHP menentukan bahwa 
pemberian bantuan harus dilakukan dengan sengaja. Sampai seberapa jauh atau 
kemanakah arah kesengajaan ini ditujukan, hal ini terdapat berbagai pendapat. 
Simons berpendapat bahwa kesengajaan seorang pembantu harus ditujukan 
kepada semua unsur delik, bahkan juga harus ditujukan kepada unsur yang oleh 
undang-undang tidak disyaratkan bahwa kesengajaan pelakunya harus ditujukan 
kepada unsur-unsur tersebut. Selanjutnya Simons mengatakan bahwa, agar 
seorang pembantu ( medeplichtige ) dapat dipidana, harus dipenuhi unsur yang 
bersifat objektif dan subjektif. Unsur objektif artinya : “ perbuatan yang dilakukan 
oleh pembantu, harus benar-benar dapat mempermudah atau mendukung 
pelaksanaan perbuatan, artinya, seandainya bantuan berupa alat-alat dan 
sebagainya yang diserahkan kepada pelaku tidak dipergunakan, maka si pembantu 
pun juga tidak dapat dipidana “. Sedangkan unsur subjektif, artinya : “ bila 
perbuatan yang dilakukan harus benar-benar disengaja atau si pembantu memang 
mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau mendukung 
pelaksanaan kejahatan oleh orang lain itu adalah memang dikehendaki “. 
Pendapat Simons, Sesuai dengan pendapatnya itu, selanjutnya Simons 
mengatakan : “ pembantuan untuk melakukan suatu kejahatan yang bersifat culpa 
/ kelalaian sangat jarang terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi seperti halnya suatu 





kelalaian “. Pompe berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa : “ didalam 
ayat (2) kekurang hati-hatian itu memang tidak disebutkan, akan tetapi ini tidak 
berarti bahwa menggerakkan orang lain untuk melakukan delik-delik yang dapat 
dilakukan dengan tidak sengaja, lalu menjadi tidak harus dipidana “.Mengenai 
kesengajaan seorang pembantu, Pompe mengatakan : “ kesengajaan seorang 
pembantu pertama-tama harus ditujukan kepada perbuatan membantu atau kepada 
perbuatan memberikan kesempatan sarana atau keterangan. Kecuali itu, si 
pembantu harus mempunyai kesengajaan atau ketidak sengajaan yang ditujukan 
kepada unsur delik “. Apakah mungkin terjadi suatu penyertaan yang ditujukan 
kepada penyertaan ? Misalnya “ pembantuan terhadap penganjuran atau 
penganjuran untuk memberikan pembantuan. Van Hattum mengatakan bahwa 
kebanyakkan penulis Belanda menganggap tidak mungkin adanya penyertaan 
terhadap delik penyertaan, tetapi van Hattum mengecualikan satu hal, yaitu bentuk 
penyertaan terhadap turut serta (medeplegen) mungkin terjadi. Hazewinkel – 
Suringa tidak menaruh keberatan prinsipiil kemungkinan adanya penyertaan 
terhadap penyertaan, kecuali terhadap beberapa bentuk, misalnya “ menyuruh 
lakukan untuk penganjuran (doen plegen van uitlokking). http://e- 
journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf 
3. SANKSI PIDANA 
 
Ancaman pidana terhadap “ Pembantuan / Medeplichtigheid “Ancaman pidana 





1). Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, 
dikurangi sepertiga. 
2). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
3). Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya 
sendiri. 
4). Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya 
perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibat- 
akibatnya (Moeljatno, 2008 : 26) 
Pasal 60 KUHP menyatakan bahwa pembantuan terhadap tidak dipidana, jadi 
hanya pembantuan terhadap kejahatan saja yang dapat dipidana. Kemungkinan 
adanya keadaan pribadi seseorang yang dapat menghapuskan, mengurangkan 
atau pengenaan pidana, hanya diperhitungkan bagi masing-masing, yaitu 
terhadap pelaku saja. Artinya pengurangan tersebut yang berkenaan dengan 
pelaku tidak dengan sendirinya juga berlaku bagi pembantu, jika hal itu 
mengenai keadaan dirinya. 
4. PERBEDAAN PENGANJURAN DAN MENYURUH MELAKUKAN 
 
Perbedaan antara Penganjuran dan Menyuruh Melakukan: 
 
a. Dalam penganjuran, perbuatan orang yang telah digerakkan untuk melakukan 
delik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada yang digerakkan tadi (orang 





Sedangkan dalam menyuruh melakukan, perbuatan orang yang disuruh 
melakukan delik tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya (orangnya 
yang disuruh tidak dapat dipertanggung jawabkan) 
b. Dalam penganjuran, cara menganjurkan telah disebutkan secara limitatif oleh 
undang-undang. Sedangkan dalam menyuruh melakukan, cara-cara untuk 
menyuruh tidak disebutkan secara limitatif. 
5. PERBEDAAN DAN PENGANJURAN 
 
Perbedaan antara Penganjuran dan Pembantuan: 
 
“Dalam suatu penganjuran, orang yang digerakkan semula tidak mempunyai 
niat / opzet untuk melakukan tindak pidana. Niat / opzet itu muncul setelah ada 
suatu penganjuran. Sedangkan dalam pembantuan, pelaku itu sejak semula 
telah mempunyai niat untuk melakukan delik dan kemudian didukung oleh 
adanya pembantuan. 
6. PERBEDAAN TURUT SERTA DAN PEMBANTUAN 
 
Perbedaan antara Turut Serta dan Pembantuan: 
 
1). Dalam turut serta, perbuatan seseorang peserta / medeplegerditekankan pada 
perbuatan turut melakukan. Sedangkan dalam pembantuan, perbautan 
seseorang pembantu / medeplichtigeditekankan pada perbuatan membantu 
melakukan atau membantu untuk melakukan suatu kejahatan. 
2). Dalam turut serta, seorang peserta / medepleger harus melakukan suatu 





seorang pembantu cukup bila telah melakukan perbuatan persiapan / 
voobereidingshandelingatau suatu perbuatan dukungan / 
voobereidngshandeling. 
3). Turut serta dalam pelanggaran dapat dipidana. Sedangkan dalam 
pembantuan, membantu melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. 
4). Dalam turut serta, ancaman pidana terhadap peserta / medepleger sama 
dengan ancaman terhadap pelaku utama, sesuai dengan rumusan delik. 
Sedangkan dalam pembantuan, ancaman pidana terhadap pembantu adalah 







1. PENGERTIAN RESIDIVIS 
 
Residive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu 
tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap atau “in kracht van gewijsde”, kemudian 
melakukan tindak pidana lagi. Perbedaannya dengan Concursus Realis ialah pada 
Residive sudah ada putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang telah MKHT 
sedangkan pada Concursus Realis terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana 
dan antara perbuatan sang satu dengan yang lain belum ada putrusan Pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Residive merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. 
 
Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem residive ini, yaitu : 
 
1.1 SISTIM RESIDIVE UMUM 
 
Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana 
apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk 
memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak 
pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivenya. 
1.2 SISTIM RESIDIVE KHUSUS 
 
Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan 





dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam 
tenggang waktu yang tertentu pula. 
Dalam KUHP ketentuan mengenai Residive tidak diatur secara umum dalam 
“Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak 
pidana tertentu baik berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran 
dalam Buku III. 
Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu 
pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam 
sistem Residive Khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada 
pengulangan-pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) 
tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. 
2. RESIDIVIS KEJAHATAN 
Dengan dianutnya sistem Recidive khusus, maka recidive menurut KUHP 
adalah recidive “kejahatan-kejahatan tertentu”. Mengenai recidive kejahatan- 
kejahatan tertentu ini KUHP membedakan antara : 
Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis”, 
 
Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam “kelompok 
sejenis”. 
Ad. 1 : recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis” diatur 
secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu dalam Buku II KUHP yaitu 





dan 303 bis (2). Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan menjadi 
alasan pemberatan pidana. 
Persyaratan recidive disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, 
yang pada umumnya disyaratkan sebagai berikut : 
1. Kejahatan yang harus diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang 
terdahulu;Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus 
sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap 
2. Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan 
pencahariannya (khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada) 
3. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam 
pasal-pasal terbseut, yaitu : 
• 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik 
dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321), atau 
• 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik 
dalam pasal 155, 157, 161, 163, dan 393). 
Mengenai pemberatan pidana dalam sistem recidive kejahatan yang sejenis ini 
berbeda-beda, yaitu : 
1. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelarangan atau pencabutan hak untuk 
menjalankan mata pencahariannya (untuk delik-delik yang pengulangannya 





2. Pidananya dapat ditambah sepertiga (khusus untuk delik dalam pasal 216); 
pasal 216 ayat 3 hanya menyebut “pidana” saja yang berarti ancaman pidana 
penjara atau denda yang disebut dalam pasal 216 ayat 1 dapat ditambah 
sepertiga. 
3. Pidana penjaranya dapat dilipatkan dua kali, yaitu khusus untuk pasal 393 dari 
4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. 
Ad. 2 : Recidive terhadap kejahatan-kejahatn tertentu yang masuk dalam satu 
“kelompok jenis” diatur dalam pasal 486, 487, 488KUHP 
Adapun persayaratan recidive menurut ketentuan pasal-pasal tersebut sebagai 
berikut : 
1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan 
kejahatan yang pertama atau terdahulu. 
Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah : 
 
• Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 yang pada umumnya kejahatan 
harta benda dan pemalsuan, misalnya: Pemalsuan mata uang (244-248), 
pemalsuan surat (263-264), pencurian (362, 363, 365), pemerasan (368), 
pengancaman (369), penggelapan (372, 374, 375) , penipuan (378), kejahatan 
jabatan (415, 417, 425, 432), penadahan (480, 481) 
• Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan 
terhadap orang. 
• Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan 





Dengan adanya kelompok jenis kejatan-kejahatan seperti dikemukakan diatas, 
maka tidak dapat dikatakan ada recidive apabila seseorang yang melakukan 
pencurian biasa (362) kemudian melakukan delik lagi yang berupa penganiayaan 
(351) ataupun penghinaan (310) karena masing-masing delik itu masuk dalam 
kelompok jenis kejahatan yang berbeda-beda. 
• Pada umumnya kejahatan-kejahatan ringan tidak dimasukkan sebagai alas an 
adanya recidive, misalnyya pencurian ringan (364) penggelapan ringan (373), 
penipuan ringan (379), dan penadahan ringan (482) tidak dimasukkan dalam 
kelompok pasal 486 KUHP. Begitupula pulapenganiayaan ringan ringan (352) 
tidak dimasukkan pula dalam kelompok 487 KUHP. Tidak dimasukkannya 
kejahatan ringan dalam KUHP sebenarnya dapat dimaklumi, namun anehnya 
didalam kelompok kejahatan pasal 488 KUHP, penghinaan ringan (315) 
dimasukkan. 
• Menarik pula untuk diperhatikan bahwa didalam Pasal 487 (kelompok jenis 
kejahatan pribadi orang) tidak disebutkan delik maker dalam PAsal 104 dan 
semua delik kesusilaan (pasal 281-303) misalnya perkosaan (285), perdagangan 
wanita (297), pengguguran (299), dan perjudian (303). 
• Dengan meninjau pasal-pasal yang disebutkan diatas ternyata bahwa dalam 
sistem, KUIHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan 
recidive/ 
2. Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang 





berkekuatan tetap. Dengan adanya syarat kedua ini, maka tidaklah dapat dikatakan 
recidive dalam hal putusan hakim tidak berupa pemidanaan atau belum 
mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang berupa beschikking. 
3. Pidana yang dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Dengan 
adanya sayarat ini maka tidak ada alas an recidive untuk pemberatan pidana 
apabila pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu berupa pidana kurungan atau 
pidana denda. 
Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah : 
 
• Belum lewat 5 tahun : 
 
• Sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang 
dijatuhkan terdahulu, atau 
• Sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan 
 
• Belum lewat tenggang waktu daluarasa kewenangan menjalankan pidana 
penjara yang terdahulu. Misalnya : A pada tahun 1992 dinyatakan bersalah 
melakukan pembunuhan (338) dijhatuhi pidana penjara 8 tahun. Ada beberapa 
kemungkinan tenggang waktu pengulangan untuk kejahatan yang berikutnya 
antara lain : 
Apabila A menjalani seluruhnya, maka tenggang waktu pengulangannya adalah 





Apabila A setelah menjalani sebagian, misalnya 2 tahun, mendapat grasi atau 
pelepasan bersyarat pada tahun 1994, maka tenggang waktu penggulangannya 
adalah sebelum lewat 1999 (perhitungan : 1992 + 2 + 5). 
Apabila A setelah menjalani sebagian misalnya 2 tahun pada tahun 1994 
melarikan diri, maka tenggang waktu penggulanganya adalah sebelum lewat 
tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang 
terdahulu. Berdasarkan pasal 85 (2) KUHP tenggang waktu daluarsanya dihitung 
sejak terdakwa melarikan diri. Jadi tenggang waktu recidivenya adalah sebelum 
lewat tahun 2010 yaitu dihitung mulai tahun 1994 ditambah 16 tahun (tenggang 
waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana untuk pasal 338 lihat pasal 84 
KUHP) 
Dari contoh ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tenggang waktu recidive 
dapat lebih dari 5 tahun. 
3. RESIDIVIS PELANGGARAN 
 
Dengan dianutnya sistem recidive khusus, maka recidive pelanggaran menurut 
KUHP juga merupakan recidive terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang 
disebut dalam Buku III KUHP. 
Ada 14 jenis pelanggaran didalam Buku III KUHP yang apabila diulangi dapat 
merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran 






Adapun persyaratan recidive pelanggaran disebutkan dalam masing-masing pasal 
yang bersangkutan, yang pada umumnya sebagai berikut : 
Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu, 
jadi baru dapat dikatakan recidive pelanggaran apabila yang bersangkutan melanggar 
pasal yang sama. 
Harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang telah berkekuatan hukum 
tetap untuk pelanggaran yang terdahulu; 
Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan 
pemiudaan yang berkekuatan tetap. 
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